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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4f TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH

KABUPATEN MUS! BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI) BANYUASIN,

Menimbang —.@. Bahwa untuk mewujudkan tertib administras: barang rrilik
daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaar barang rmilik
daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan juga dalam rangka penerapan sistem
pengendalian internal pengslolaan barang milik Pemenntah
Kabupaten Musi Bariyuasin perlu ada pengaturan tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan
Barang Mitik Daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi
Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Mengingat . t. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 sentang
Pembentukan Daerah Tingkat il dan Kotapra:a di Surnatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernyaran Negara Nomer 1 821):

k
|

:.
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2. Undang-Undang Nomor 15 Yakun 2004 temarg
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Kesangar
Negara ( Lembaran Negara Repubiik Intoresia Tahun 2004
Nomor 66. Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44001:

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan #Lombaran
Negara Reputlik Indonesia Tahun 2111 Nomor 82
Sambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234):
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D

Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587):

4

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2095 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 138, Tambahan Lembaran

Negara Renublik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
Kubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2055 Nomor

170, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor

5155),

Peraturan Pemerintah Ncmer S8 Tahun 2005 tentang
Pengstolaan Keuangan Daerah f/Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

6.

Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republis Indonesia Tahun 2095
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585):

7.

Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah: Daeran

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Namor 71 Tanun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemermtahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2019 Ncmvr 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51951:

10. Peraturan Pemerintan Nomor 2 Tahur 2012 tentang Hyah

11.

Daerah (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2012
Nomor $, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272):

Peraturan Pemerintan Nomor 27 tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Namor $2).

12. Peraturan Menzeri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Iahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah:
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15.

16.

18.

19.

Ina Kami ema AT San SPT3 33 Nomor 1F Tanun 2007
- TSrg2O-2.a21 Barang Miik Daeran:

Peraturan Mera Daiam Nager! Nomor 32 Tahun 201:
Sang Porcman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dasran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Namor 459) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahari atas
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2081
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiut
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Namor 549):

Pcraturari Menten Dalam Negeri Nomer 52 Tahun 2644
Tenang Standar Operasienat Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dar
Reformasi Birokrasi Nomer 35 Tahun 2912 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasionat Prcsedur Adininistrasi
Pemerintahan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Yahun 2014 No.32):
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerirtanan yang menjadi
Kewenangan Pernerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomos 12
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR iSOP) PENGELOLAAN BARANG MILIK
PEMERINFYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAR
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
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14.
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17.

-Es30 TErnakian Rexyat Daeran. yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Sewa Panaan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sexrciaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku
Pergelela Barang Milik Daerah.

Satuan Kara Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD. adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik
daeran.

Bararg Milk Daerah (BMD) meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau barang yang berasal dari
perolehan :ainnya yang sah.

Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang mempunyai masa manfaai
sebin dari 12 (dua belasi butan untuk digurakan calam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

8.

Barang pakai habis adalah barang milik daerah yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pernerintah daerah yang urur ekonomnisnya
tidak tebih dari 12 (dua belas) bulan.

5.

Persediaan adalah barang Inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan parang habis pakai.

Pengefola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman seria melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan. sengamanar dar
pemeliharaan. penilaian, pemindahianganan, pemusnahan penghapusan,
penatausahaan, San pernbiraan, pengawasan dan pengendaiian
Pembantu pengelola barang milik daerah, yailu yang selanjutnya disebut
pembantu pengeicla adalah pejabat yang bertangyungiawar mengkoordinir
penyelenggaraan pengeioiaar barang milik daerah yang ada pada SKPD.

13

Pengguna barang milik daerah, yang seianjutnya disebul penaguna barang.
adalah pejabat cemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah

Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau peiabat yang ditunjuk
oleh penggura barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengurus barang milik daerah adalah pegawat yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada “: setiap SKPD/unit
kerja.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang diberi wewenang sebagai kuasa pengguna
barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya. -
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5. Dergasaan adaian kegiatan unik melakukan pemenuhar kebutuhan barangSasrah Oan jasa.
20. Penyelwan aoaiah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang matik

22.

23,

24

25.

26.

27.

28.

25.

daerah dari guciang ke unit kerja pemakai.
. Perseliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang

I

miik daerah selalu dalam keadaan baik dan Siap untuk digunakan sevara
berdaya guna dan berhasit guna.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang
mailik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam
mengelola dan rnenatausahakan barang milik daerah yang sesuai derigan tugasdan fungsi instansi yang bersangkutan.
Pemanfaatan adaiah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan
untuk penyeienggaraan tugas dan fungsi Satuan Keria Perangkat Daerah
dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak merguban status
kepemilikannya.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain daiam jangkawaktu tertertu dan menerima imbalan uang tunai

Pinjam pakai adatah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah atay antar pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengeioia barang.
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak
lain dalarn iangka waktu tertentu dalam rangka peringkatan penerimaan
pendapatan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan
lannya.

Bangun guna serah adaiah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan banguran dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak larr: tersebut dalam jangka
waktu tertentL yang telah disepakati, urituk selanjutnya diserahxan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya
jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atav sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan yntuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
.disepakati.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
Sarang dengan menerbitkan surat keputusar dari pejaba! yang berwenang untuk
membebaskan pengeioia barang. pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yarg berada
dalarr penguasaannya.

JL
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“IK3" menukar barang milik daerah adalah pengaiihan kepemilikan barang milikSaerah yaag dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.antar pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah dengan pihak iain,dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, paling sediki! iengan nilaiseimbang.
Hibah adaiah pengalihan kepemilikan dari pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah, dari pemerintah daerah kebada pemeriniah pusat, antar perneriniahGaerah. atau Jari pernerintah daerah kepada pihak iain, tanpa memperolehpenggantian.

. Penyertaar: modal pemerintah daerah adaiah pergalinan kebemilikan barang

F

mnilik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan merjadikekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/sahaim daerahpada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum tainnya yang dirsiliki daerah.
. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengar ketentuanperaturan perundang-undangan.
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencalatan.darpelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkanikompetensi yang dimiliki.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nila? atas suatuObyek penilaian berupa barang mitik daerah pada saat tertentu.
Daftar Sarang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adaian dattar yangmemuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
Daftar Barany Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat sengan OBKP,adalan datar yang meniuat data barang yang dimiliki clek masing-masing kasapengguna barang.
Standardisasi sarana dan prasarana kera Pemerintah Daerah adaiahpembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor. rumah dinas, kendaraan dinas

. Standardisasi harga udaiah penetapan besaran harga barang dan atau jasasesua! jenis. spesifikasi dan kuaiitas dalam 1 isaiu) seriodc tertentu.
. Rumah Laerah adalah bangunan yang dimilik: oleh pemerir:tah daerah danberfungsi sebagai tempat tinggal atau hurian dan sarana pembmaan keluargaserta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan ata pegawai negeri.
. Rumah Daerah Golongan | adalah rumah daerah yang dipergunakan bagipemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggaldi rumah tersebut. serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yangbersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut
Rumah Daerah Golongan II adalah rumah daerah yang mempunyai hubungantidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya discdiakan untuk didiamioleh pegawat negeri dan apabila telah berhenti atau persiun rumah dikembaiikan
pada pemerintah daerah.
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sesruinya disingkat SOP adalah
Kes mengenai vroses penyelenggaraan

| BIS sar? adalah siandar prosedur yany diperuntukkan bagi jenisjenissraas yang bersifatadministratif.
5 eksis adalah standar prosedur yang sangat inci dan bersifat teknis.“Ime: SOP adaiah bentuk penuangan SOP berupa tulisan dan diagram alur,"xss:SOP adalah proses memeriksa kebenaran Jan kesesuaian SOP.

23

sar orosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam meiaksanakanE-a1ipekerjaan untuk memperoleh hasii kerja tertentu.

LaraN
alur adalah gambar yang men:ielaskan alur pruses, prosedur atauITxumern suatu Kegiatan yang menggunakan simboi-simbol atau bentuk-bentukIC Sarg untuk mempermudah memperoleh informasi.

v

28. akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yangdiaksanakan berupaarang danjasa.La
1sryemp2urnaan SOP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan“3Hias standar Cperasional prosedur yang terdiri dari melengkapi. membuat,Tanambah/ mengurangt, menyusun. dan mengevaluasi standar operasicira!Irssecur.

Fsiaksana adaiah pihak-pihak yang lerkaii dalam pelaksanaan SOP.““sgkatan unit kerja adalah unit keria yang lebih rendah sccagai pendukung unit£sria diatasnya,
Sexersiiiasi data BMD adalah proses pericocokan data BMD yang diprasessalam beberapa Sistem'/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumbersang sama.

Ssjabat Pembuat Kamitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK adalahcsiabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Zencana Kebutunar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disirgkat RKBMNajalah dokumen perencanaan yang berisi rencana tahunan barang dari SKPD.Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnyaS'singkat RKPBMD adalah rencana tahunan kebutunan pemeliharaan barangSaerah dari SKPD.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal! 2

Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengs'vlaan barang milik daerahserwenany dan bertanggungiawab atas pembinaan dan pelaksanaansengelolaan barang mitik daerah,

“
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» KL sengguna parang:3 Urit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna:mpan karang milik daerah: dan
Pengurus Larang milik daerah.
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BAB Il!

TUJUAN DAN RUANG LINSKUP
Pasat 3

SOP Pengeioraan BMD bertujuan untuk :

(1) Memberikan pedoman kepada para pejabat dan pelaksana yang terkait denganpengelolaan BMD: dan
(2' Menciptakan komitmen mengena! prosedur yang dikerjakan urit kera dalammewujudkan terib pengeloiaan BMD.

Pasal 4
(13) SOP pengelolaan RMD Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh rangkaianproses yang harus dilaksanakan oleh pengelola. pembantu pengelola. pengguna,kuasa pengguna, penyimpan dan pengurus BMD dalam melaksanakanpengelolaan BMD:
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi :

p
0»

cs

.

Uraian prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran:. Uraian prosedur pengadaan:
Uraian prosedur perterimaan, penyimpanan, Jan penyaiuran,Uraian prosedur penggunaan,

. Uraian prosedur penatausahaan 'perndukuan dan pelapcran):Uraian prosedur inventarisasi (sensus BMDX
t

. Uraian prosedur pengamanan dan pemeliharaan:
Uraian prosedur penyewaan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakanunit pengguna,
Uraian prosedur penyewaan sebagian tanah dan hangunan yang masindipergunakan unit pengguna serta selain tanah dan/atau bangunan:Uraian prosedur pinjam pakai,
Uraian prosedur kerjasama pernantaatan:
Uraian prosedur bangun, guna, serah,

m. Urajan prosedur bangun, serah, guna,
n. Uraian prosedur penghapi:san BMD:

9.

n.

K.
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ba
n (jn prosedur hibah atas tanah dan bangunan:

2 dira,an prosedur hibah selain tanah dan bangunan:

y. Jraian prosedur penyerlaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan:

w. Uraian presedur penyertaan modal daerah selain tanah dar'atau bangunan:
dan

x Uraian prosedur rekonsiliasi data BMD.

Diagram alur prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisanikan dari Peraturan Bupati
ni

1 Bentuk formulir yang digunakan dalam SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah

#ercantum dalam fampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati iri.

Pasal 5

.raian srosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dengan tahapan
zsiaksanaan sebagai berikut:
- Pembaniu Pengelola menyusun buku pedaman harga bararg dar jasa, buku

sedoman KKBMD dan RKPBMD untuk tahun yang akan datang berdasarkar:
Peraturan Kepala Daerah tentang sarana dan prasarana kerja dan Keputusan

Kepala Daerah tentang standar harya:

Pengguna mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
Kebutuhan Perneliharaan Barang Unit (RKPSU) dengar memperhatikan
ketersediaan barang yang ada dan berpedoman pada standarisasi sarana dan

nrasarana kerja pemerintah serta pedoman harga:

'isulan RKBU dan RKPBU disampaikan kepada Pembantu Pengelola untuk

jigabung dalam buku RKBMD dan RKPBMD.

Seteiah APBD ditetapkan maka pengguna menetapkan Dattar Kebutuhan Barang
Lai: 1D KBU) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DKPBU),

“KBU dan UKPBU disampaikar. kepada Pembantu Pengeicla untuk digabung
-alam buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daitar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milk Daerah (DKPBMD). dan

SKBMD dan NKPBMD sebagai pedoman bagi Pengguna dalarn melakukan

sengadaan dan pemeliharaan barang untuk 1 (satu) tahun anggaran.
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2 Terstatear sasa oo
Pemtua Kemimen PPK) dan

ai

mervamtakannya rerata Saru” Layanan Fengadaan iKLP3:&
2PK menyusun Harga Perkiraan Sendiri HPS) alas pengadaan barang dan jasa
dan enyarntaikannya kepada KLP:

Kepata KLP menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.

Pokja sengadaan pada KLP tneneliti HPS yang disampaikan PPK. Dalam hal

Giperlukan, pokja pengadaan pada KL P dapat mengusulkan kesada PPK tentang

zerubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekejaan:

Pokja nengalaan menyelenggarakan tender/lelang untuk pengadaan barang

yang bernilai diatas Rp. 200.000 060,90 dan pengadaan iasa yang bernilai diatas

R550.000.900.06 serta menetapkan pemenang lelang yang dituangkan dalam.

Berita Acara Hasii Pelelangan dan menyampaikar. pene:apan pemenang lelang

tersebut kepada PPK,

Berdasarkan penetapan pemenang leiang. PPK menerbitkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) atas pemenang tetang:

PPK membuat surat perjanjian kontrak/surat perintah kerja yang ditandatangani
oten PPK dari pihak pemenang lelang:

Hasil pengadaan barang diterima dan diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan membuat berita acara pemeriksaan barang, jika
hasil pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan sural perjanjian

kontrak/sutai perintah kerja maka barang tersebut dikembalikan kepada

pelaksana pengadaan barang.

8

Penerimaan barang yang telah diperiksa oleh PPHP dilaksanakan oleh

penyimpan barang dan/atau pengurus barang pada SKPD yang bersangkutan

dengan mernbuat berita acara serah terima barang yang crandatanyani oleh

PPK dan pelaksana pengadaan barang.

9.

Pasal f

Uraian prosedur penerimaan. penyimpanan dan penyaluran. dengan tahapan

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pejabat/Panitia Penerima Hasi! Pekerjaan (PPHP) merneriksa BMD fasil

pengadaan dan membuat berita acara pemeriksaan barang jika sesuat dengan

persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjar:ian dan'atau dokumen

penyerahan lainnya serta melaporkannya kepada Pengguna. Apabila

berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau syaral-syarat yang belurn

terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan mermibuat tanaa

penermaan sementara barang yang Gengan :egas membuat sebab-sebab

daripada penerimaan sementara barang. Apabila barang telah diterima akan

tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan oleh

penyimpan barang dengan membuat tanda penerimaar: barang sementara.

dengan diberi catatan barang belum diteliti oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan (PPHP),
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SES TangiTa Ia” Tenyimpan barang serta membuat beritaacara senerinaar barang Aan SuKU pererimaan barang yang disampaikan keagal laporan
aa. barang, Pengguna membuat surat verinlah pengeluaranyrsera sepad: Penyimpar Barang

Peryimpan barang menyalurkan bharany sesuai dengan surat perintahsengeluaran barang dari Pengguna dan Penyimpan Barang membuat dukupengeluaran barang,

4

Penyimpan barang membuat buku barang inventaris. buku barang pakai habis,karu barang. buku persediaan barang, laporan penerimaan dan pengeluaranbarang semesteran sebagai bahar laporan kepada Pengauna, dan
Pengguna menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran barangsemesteran kepada Pengelola melalui Pembantu Pengalo!la.

Pasai 8
Uraian prosedur penggunaan, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:ah

Pengguna menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD disertai dengan usulanpenetapan status penggunaan barang tersebut serta tanah dan/atau bangunanyang tidak dipergunakan untuk menjalankan tupoksi kepada Penyelola:
Pengelola melalui Pembantu Pengeioia meneliti laporan dan usulan dariPengguna:
Berdasarkan nasil penelitian dimaksud maka Pengelcla mengaiukan usul kepadaKepala Daerah untuk penetapan status penggunaan:

2

3.

Kepala Daerah menetapkan status penggunaan BMD untuk melaksanakan tugasdan fungsi unit pengguna danjatau dioperasikan oleh mihak lain dalam angkamenjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungs! unit penyggurayang bersangkutan:

4

Pengguna melalui peryimpan/pengurus barany melakukan penatausahaan BMCberdasarkan penetapan siatus penggunaan dirraksud.

5.

Pasal 9
Uraian prosedur penatausahaan fpembukuar dan pelaporan BMD), dengan tahapanpelaksanaan sebagai berikut:
“

tu

:. Pengurus barang mencatat barang ke dalam buku inventars:
. Operator melakukan penginputan data BMD pada aplikasi SIMDA BMD: dan
2

. Pengguna menyampaikan Laporan BMD kepada Pengetola melalui PernbantuPengelota.

Pasal 16
Jraian prosedur penatausahaan (inventarisasi/sensus BMD,. dengan tahapanpelaksanaan sebagai berikut:

Pengelola menyiapkan panitia sensus untuk ditetapkan oteh Kepala Daerah,
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Cosera saru fermuiir:

Kepa'a Daerai menetapkan petiurfik teknis sensus BMD:

DA

Pergeicla melalui Pembantu Pengetoia melakukan bimbingan teknis petugas

pelaksana sensus BMD ipengurus barang):

Panitia menyampaikan formulir dan bahan sampai pada unit kerja/satuan keria

terendah:

Petugas sensus melaksanakan sensus BMD pada mas:ng-masing urit pengguna
secara berlenjang mulai dari unit kena sub unit kera terendah denyan mengisi

KIB, KIR dan buku inventaris sekaligus dengan penulisan nomor kode iukas: dan

kode karang:

Petugas sensus menyelesaikan hasil sensus BMD dengan meryampaikan KIB

dan buku inventaris secara berjenjang muiai dari unt kerja/sub unit kerja

terendah kegada atasan:

h8.

Pengguna mengawasi: dan mengevaluasi hasil sensus BMD di ingxungan satuan

kerjanya:

Pengguna membuat dan menyampaikan daftar rekapitulasi hasil sensus BMD

sampai unit kerja/sub unit kerja terendah yang ada di lingkungan satuan kerjanya,

2

Pengelola metaiui Pembantu Pengelola menyiapkan buku induk inventaris yang

merupakan rekapitulasi dari buku inventaris yang aa pada seluruh unr

pengguna,

Kepala Daerah menyampaikan hasil sensus BMD kepada Kementerian Dalam

Negeri.

Pasal 11

ratan prosedur pengamanan, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1.

w

Pengguna melaksanakan pencatatan, inventarisasi, penyimpanan BMD dan

melengkapi bukti kesemilikan seperti BPKB. faktui pembeiian, IMB, benta acara

serah terima. surat perjanjian, akte jua! beli dan dckumen pendukung lainnya.

selanjutnya diinput pada aplikasi SIMDA BMD:

Pengguna melaporkan pencatatan, inventarisasi, penyimpanan BMD dan

menyerahkan bukti kepemilikan kepada Pengetoia melalui Fampantu Pencetola:

Pembantu Pengelola menggabungkan seluruh data BMD dar: rsasing-masing

Pengguna,

2

Pengguna memasang iabel kode iokasi. kode karang. papan tanda kepemilikan,

pemagaran dan penjagaan BMD dengan berkoordinasi dengar Pembaniu

Pengelola.

4.

Pasal 12

Uraian prosedur pemeliharaan, dengan tahapan petaksanaari sebagai berikut:

1. Pengguna melaksanakan pemelinaraan BMD sesuai dergan Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Unit (DKPBU) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah (DKPBMD):
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“3 TAS. Texgrgar 'SDhB) melakukan pemeriksaar atas
Baxsaraer sang! tara2" sarang ash pihex ketiga:
SeranatPanita Peneima Hasi! Pereriaan iPPHP) membuat berita acara
Perrerixsaan Cekerjaar yang ditandatangani cleh Pejabat'Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHPJ:

Pengurus barang mencatat pelaksanaan pemeliharaan barang ke dalam kartu
pereiiharaan/perawatan barang:

Pengguna melaporkan pelaksanaan pekerjaan!pemeliharaar barang kesuda
Pengelola melalui Pembantu Pengelola:

4

Pembantu Pengelota menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barangdan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 73
Uraian prosedur penyewaan berupa tanah dan bangunan yang tidak dipergunakanoleh unit pengguna, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pengguna mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola atas usu'an

pihak ketiga terhadap BMD yang akan disewakan. dalam pengusulan tersebut
dilengkapi data barang,

Kepala Daerah menetapkan panitia penyewaan BMD:
Panitia melakukan penelitian dan membuat berita acara hasil penelitian:
Pengeroia mengajukan permohcnan Persetujuan kepada Kepala Uaerah atas
barang yang akan disewakan dengan metarnpirkan berita acura hasil penelitian:
Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang peryewaan BMP:
Pengelola membuat sirat perjanjian sewa dar. menandatangani surat perjan!ian
sewa atas nama Kepala Daerah dengan pihak penyewa: dan
Hasil penyewaan BMD di setor ke kas daerah.
Dalari Keputusan tentang penyewaan barang milik daerah harus (memuat secara
tegas antara lain:

a) Data mengenai barang milik daerah yang akan disewakar:
9) Ketentuan pelaksanaan diatur icbih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa

Meryewa:

Cc) Surat Perjanjian Sewa Menyewa memuat antara lain
. Data barang milik daerah yang disewakan:

2. Hak dan kewajiban dari pada kedua belah pihak:
3. Jumlah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga,
4. Jangka waktu sewa-menyewa:
5. Sanksi,
6. Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-natasan

penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada Pihak Penyewa:

D

“

2

h3.

4

5.

6
a

7.

8.

1
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oernarjiar sewa barang milix dasrah,

.Segaia biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan selaksanaan

cenyewaan barang milik daerah ditanggung oleh Pihak Penyewa:

ui

" jargxa waktu penyewaan maksimal S5 (lima) tahun dan Gapat dipelimbangkan
urtuk diperpanjang:
Selain penyewaan terhadap pemanfaatan barang milik daerah dapat
dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 14

5aian prosedur penyewaan berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih

L.argurakan oleh unit pengguna serta selain tanah dan/atau bangunan, dengan
terapan pelaksanaan sebagai berikut:

«

Pengguna mengusulkan dan merohon persetujuan kepada Pengelola atas
usulan pihak ketiga terhadap BMD yang akan disewakan, dalam pengusulan
tersebut dilengkapi data barang:

Berdasarkan persetujuan Pengelola, Pengguna menetapkan keputusan tentang
penyewaan BMD berdasarkan persetujuan Pengelola:

3. Pengguna mermibuat surat perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Pengguna
dan pihak penyewa: dan

LC Hasil penyewaan BMI) di setor ke kas daerah sesuai surat perjaniian sewa paling
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandanganinya perjanjian sewa barang milik

daerah,

ssercrkan ke kas dastah sesua. Sura

AT SO amsat ker sebelum dit: ndangan:nya2

m—

5. Dalam Keputusan tentang penyewaan barang milik daerah harus memuat secara

tegas antara lain:

a) Data rnengenai barang milik daerah yang akan disewakan.

bj) Ketertuan peiaksanaan diatur lebih lanjut daam Surat Perjanjian Sewa
Menyewa:

c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa memuat antara lain:

1. Data barang milik daerah yang disewakan,

. Hak dan kewajiban dari pada kedua belah pinak,

. Jumtah/besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga:

. Jangka waktu sewa-rnenyewa:

m
m

&
w

KN

h

. Sanksi:

, Ketentuan lain yang dipandang perlu terutama mengenai batasan. batasan

penggunaan barang milik daerah yang disewakan kepada Pihak Penyewa,
6
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a. 1 4 Tasr33 xP kas daerah sesuai suratar seva pain srmog 2 dua! hari keria sebelum citandanganinyaara sewa sarang "Lux Gaerah:

.Segsia oiaya yarn diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaanpenyewaan barang milik daeran ditanggung oleh Pihak Penyewa,
2: sangka waktu penyewaan maksimal 5 (lima) tahun dan yaoat dipertimbangkanunik diperpanjang:
h Selain nenyewaan terhadap pemanfaatan barang milik daerah dapatdikenakan retribusi yang ditetapkan dengart Peraturan Daerah.

Pasa!15
Uraian prosedur pinjam pakai, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
1

«n
i

la
)

Pengguna mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola atas usulanpeminjaman, Jalam pengusulan tersebut dilengkapi data barang:
Pengelota mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah atasbarang yang akan dipinjamkan:

2,

Kepala Daerah menetapkan persetujuan tentang peminjaman BMD,
Pengeiofa membuat surat peijanjian pinjam pakai dan menandatangani suratperjanjian pinjam pakai dengan pihak peminjam:
Penyerahan BMD yang dipinjampakaikan diivargkan dalam berita acara serahterima barang.

Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian dengan sekurang-kurangnya memuat.

a. pihak-pihak yang terikat dengan perjanjiar::
. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan,

3. jangka waktu pinjam pakai:

C..tanggungiawab peminjam atas biaya operasional dan pemeiharaan selama
jangka waktu peminjaman:

e. persyaratan lain yarg dianggap perlu:
Jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 5 (lima) tahun dan apabiladiperlukan dapat diperpanjang kesnbal:

Pasai 16
Jra:an prosedur kerjasama pemanfaatan, dengan tahapan pelaksanaan sebagaiborikut:

1 Pengguna mengusulkan dan memohon persetujuan kepada Pengelola atas BMD
yang ukan dimanfaatkan oleh pihak ketiga dilengkapi data-data sebagai berikut:
a) Akte pendirian:

») Memiliki SIUP sesusi bidangnya:

b

7.
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Memiliki meda! kerja yang cukup: dani

9g) Data teknis:

1) Tanah : Lokasi/alamat, luas, status, penggunaan saat ini:

2) Bangunan : Lokasi/alamat, luas, status/IMB. kondisi:

3) Rencana penambahan bangunan gedung dan tasiitas lainnya dengan

memperhatikan:
- KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

KLB (Koefisien Luas Bangunan).

Pengelola menyusun dan menyampaikan surat kepususan tentang panitta

tender/lelang kerja sara pemanfaatan BMD untuk ditetapkan olen Kepala

Daerah:

2.

Panitia melakukan penelitian San pembahasan atas proposal atau surat

permohonan yang diajukan olen pemohon serta me:akukan penelitian lapangan

yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian:

Panitia memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepata Kepala

Daerah:
4

Panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari

Kepala Daerah tentang persetujuan pemanfaatan:
5.

Panitia menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan

pemanfaatan.
8.

Panitia menyiapkan surat perjanjian dar berita acara serah resima:7.

Penandatanganan surat perianjian oleh penye'via atas nama Keyala Daerah dan

mitra kerja sama pemanfaatan,
8

Penyerahan BMD kepada mitra kerja sama perranfaatan yanng dituangkan

dalam berita acara serah terima barang,

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas barang milik daeran ditetapkan dalam

Surat Perjanjian yang memuat antara lain :

a) Pihak-pihak yang terikat daiam perjanjian:

bh) Obyek kerjasama pemanfaatan:

ch Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 itiga puluhj tahun sejak

perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjany:

d) Pokok- pokok mengenai kerjasama persanfaatan,

e) Data barang milik daerah yang menjadi objek kerjasa:na pemaniaatan.

f) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjarijian:

G) Besarnya kontribusi tetap San pembagian hasl keuntungan ditetapkan

dengan keputusat Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian

Kerjasama Pemanfaatan:

ny Sanksi,

2.

a
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Pasal 17

Uraran prosedur bangun guna serah, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut.
1. Kepala Daerah menetapkan surat keputusan tentang panitia tender/lelang

bangun ouna serah:

2 Pihak ketiga mengajukan permohonan penggunausahaan kepada parita
tender/lelang:

3. Paniia melakukan penelitian dan pembahasan atas prososal atas surat
permohonan yang diajukan oleh pemohon se:ta melakukan penelitian lapangan
yang dituangkan dalam berita acara hasil peneiitian:

4. Panitia memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala
Daerah:

5. Panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan kerja sama
hangun guna serah dari Kepaia Daerah,

6. Panitia menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan kerja sama
bangun guna serah,

7. Panitia menyiapkan surat perjanjian dan berita acara serah terima:

8. Penandatanganan surat perjanjian cleh pengelola atas nama Kepala Daerah dani
mitra bangun guna serah:

9. Penyerahan BMD kepada mitra kerja sama bangun guna serah yang dituangkan
dalam berita acara serah terima barang:

1D Pelaksanaan bangun gura serah atas barang milik daerah diterapkan dalam
Surat Perjanjian yang memuat antara lain:

a) pihak-pihak yang terikat dalam per:aniian:

b) obyek bangun guna serah,

cl 'angka waktu bangun guna serah paling lama 30 itiga puiuhj tahun sejak
perjanjian ditandatangani.

G) pokok- pokok mengenai bangun guna serah,

e) data barang milik daerah yang menjadi objek bangun guna serah:

f hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanian:

6) jumlah/besarnya kontribusi yang harus dibayar oleh Pinak Ketiga:

h: sanksi:

) Surat Perjanjian ditandatangani oleh pengelola atas nara Kepala Daerah
dan mitra kerjasama:

) Persyaratan lain yang dianggap perlu.
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Fantia merakukan penelitian dan pembahasan atas proposal ataL surat

perrohonar yang diajukan oleh pemahon serta melakukan penelitian lapangan
yang dituangkan daiam berita acara hasil penelitian,

Panitia memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala
Na tg:Daerah:

Panitia menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan kerjasama
bangun serah gura dari Kepaia Daerah:

Panitia menyiapkan keputusan Kepala Daerah tentang persetujuan kerja sama

bangun serah guna:

Panitia menyiapkan surai perjanjian dan berita acara serah terima:

Penangatanganan surat perjanjian oten pengelola atas nama Kepala Daerah dan

mitra bangun serah guna: dian

Penyerahan BMD kepada mitra kerja sama bangun serah guna yang dituangkan
dalam berita acara serah terima barang

Pelaksanaan bangun serah guna atas barang milik daerah: ditetaokan dalam

Surat Perranjian yang memuat antara lain :

a) Pihak-oihak yang terikat dalam perjanjian:

bh Obyek bangun serah guna:

c) Jangka waktu barigun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani:

di Pokok- pokok mengenai hangun serah guna:

e) Data barang milik daerah yang menjadi cbjek bangun serah guna.

f) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perranjian:

g) Jumlah/besarnya kontribusi atau uang sewa yang harus dibayar ofeh Pinak

Ketiga,

h: Sanksi,

ih Surat Perjanjian ditandatangani oleh penye'oia atas nama Kepala Daerah

dan mitra keriasama:

Persyaratan lain yang dianggap perlu.

— —

Pasal 19

Uraian prosedur penghapusan BMI) selain tanah dan/atau bangunan, dengan

tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengguna mengusulkan penghapusan BMD kepada Kepala Daerah melalui

Pengelola.
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ISEk TI Sarana yang akan dihapuskan, dokumenSniisresi sersurgan pemoiayaar pemeliharaar/perbaikanperl yang hasil1ya aruangkan dalam beritaAS: perestian Can disamoa'kan kepada Kepala Daeran melalui Pengeiota- Tarsssia mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala DaerahSrsera: rencana penghapusan dengan melamritkan berita acara hasilIsreiran panitia penghapusan:

un

Esiciah rnendapat persetujuar Kepala Daerah, keputusan sengharusarn BMDIrstapran oleh Pengelola atas nama Kepaia Daerah dan tata cara penjualanIErsan cara isiang umum melalui Kantor Leiang Negara atau lelang terbatasE:By Ssumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan:

“4

551 pengguna melakukan pemusnahan alas barang inventaris yang telah:sitapuskan dan siidah tidak ekonomis lagi,
sit pengguna membuat berita acara pemusaahan yang disampaikan kepadaPengeloia melalui Pembantu Pengelola, dan
Sambantu Pengelsla menghimpun berita acara pemusnahan atas hararig'nventaris yang dihapuskan dan sudah tidak ekonosnis iagi dar: unit pengguna.

Pasal 20
csian prosedur penghacusan/pembonykaran hangunan, dengan tahapanTsaksanaan sebagai berikut:

Unit pengguna mengusulkar: penghagusan/pembongkaran bangunan yang akandirehab atau dibangun kembali:
Pembantu pengelola menghimpun usulan penghapusan/ipembongkaranbangunan Jar: pengguna:

2:
0) Pembentukan panitia penghapusan/pembongkarar dar penjualan bangunandengan Keputusan Kepala Daerah dengan melibatkan t:m teknis Dinas PekerjaaniUmum:

& Panitta menelitimengecek fisik bangunan yang akan dihapusxan/dibengkar,dokumen kepemi!ikaa, administrasi. penggunaan. pembiayaanpemeliharaan/rerbaikan maupun data lain yariy dipanyang periu:

ke
) Panitia (dari Dinas PU) membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik Langunan.

o Pengelola membuat permohonan persetujuan penghapusan/pembongkarankepada Kepala Daerah dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan fisikbangunan:

“ Pengelola membuat rancangan Keputusan Kepala Daerah tentangpenghapusan/pembongkaran bangunan:
8. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan/pembongkaranbangunan:
9. Pemanfaatan bangunan yang akan dibongkar meta!ur :
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cengar Keputusan Kecaia

. ran sisa material barguran yang telah diborgkar untuk kepentingan sosial.
seagaraar dan kemanusiaan serta untuk kepentingan penyelenggaraan
certeririah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah: dan

. Pemanfaatan kembali sisa material yang telah dibangkar cleh unit pengguna
yang dituangkan dalam besita acara dan disampaikan kepada Pengelola.a

10 Pembantu Pengelola menghimpun berita acara pemanfaatan atas sisa material
bangunan dari unit pengguna.

Pasal 21

Uraian presedur pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembayarar.
ganti rugi (penjualan) atau tukar rrenukar (ruilslagitukar guling). dengan tahapar:
pelaksanaan sebagai berikut.

1. Kepala Daerah mernbentuk panitia penaks:r:

2. Panitia melakukan penelitian atas kenyataan fokasi dan keadaan. lingkungan
tanah danjatau bangunan tanah:

3. Panitia melakukan penaksiran atas besarnya nilai atas tarah dan/atau banguran
dengan bercedoman pada harga dasarlumum/NJOP tanah yang berlaku
setempat dan untuk bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat
pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan rilar susut bangunan
yang dihiturg berdasarkan persentase penyusutan:

4. Panitia melakukan penelitian atas bonafiditas dan loyalitas ca:on pihak ketiga dan
memberikan saran-saran kepada Kepala Daeral:.a
Panitia peraksir membuat berita acara hasi! benaksiran yany &isampa:kar
kepada Kepala Daerah melalut Pengelola:

en

6. Pengelola menyiapkan surat permohonan Kepala Dacrah atas rencana
pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan berita acara
hasil penaksiran panitia penaksir kepada DPRD kecuali yang tidak memerlukan

persetuuan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraMaerah Pasal 55 ayat (3):

7. Berdasarkan persetujuan DPRD. Kepala Daerah menetapkar keputusan teriang
pelepasan hak atas tanah dan bangunan dengan cara ganti rugi atau tukar
menukar,

8. Pelepasan hak dengan cara penjualar. yang dilakukan melaiu: ps:eianganfender
dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari pihak keliga mengenai kesediaan
mererima pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan pernbayaran ganti rugi
sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima:

Pelepasan hak dengan cara tukar menukar secara :angsung itidak rnetlalu:

pelelangan/!ender) dan dilakukan negosiasi harga yang d#uargkan daiam berita
acara pelaksanaan pelepasan diatur dalam surat perjanjian bersarra antara

pemerintah daerah dengan pihak ketiga:dan

9.
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Perggura'Kuasa Pengguna mengajukan permohonan penghapusan kendaraan

dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada

Kepala Daerah melalui Pengelola:m

Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional:2.

Panitia melakukan penelitian dan segi administrasikepemilikan keniaraan.
koadaan fisik, kemungkinan mengganggu ke'ancaran tugas dinas. efisiensi

penggunaannya, biaya operasional, nilai jua: kendaraan dan lain-lain yang

dituangkan dalam bentuk berita acara,

3.

4. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang

penghapusan kendaraan dinas operasional,

5. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya Gapat

dilakukan melalui pelelangan umum atau peleiangan terhatas. Pelelangan umum

dilaksanakan metalui kantor lelang negara. Pelelangan terhatas dilaksanakan

oleh panitis pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah: dar:

6. Hasii penjualan disetor ke kas daerah.

Pasal 24

Uraian prosedur penjualan rumah dinas daerah goiorgan II: dengan tahapan

pelaksanaan sebagai berikut

4. Galon pembeli mengusulkan permohonar pembelian rumah dinas daerah

golongan II kepada Kepala Daerah melalui Pengelola:

2. Pengelola mengkoordinir pennohonan pembelian rumah dinas dinas daerah

golongan Ill dan melaporkan kepada Kepala Daerah,

3. Setelah mendapat persetujuan dari Kepaia Daerah, maka dibentuk panitia

penaksir dan panitia penilai oleh Pengeioia,

4. Panitia penaksir melakukan penelitian dari segi pembangunan dan pemilikan

rumah danfatau tanahnya. keadaan fisik rumah. perbaikan-perbaikan yang telah

dilaksanakan, ijin penghuni, persyaratan personil pegawai Gar: segi masa kerja

atau pernah/belum pernah membeli rumah pemerintah dengan cara apapun serta

menaksirkan harga rumah dan ganti rugi atas ianahnya disesuaikan dengan

keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan yang dilakukan atas biaya

pemerintah daerah Hasi! penaksiran panitia penaksir dituangkan dalam bentuk

berita acara yang disampaikan kepada Pengstioia Sar Panitia Penilai,

S Panitia penilai melakukan penilaian atas hasif peraksiran panitia penaksir dan

hasil penilaiannya diuangkan dalam bentuk berita ucara yang disampaikan

kepada Pengelola:

a

6. Pengelola meretapkan/memutuskan harga taksiran berdasarkan hasii penaksirar:

panitia penaksiran dan hasil penilaian panitia penilai.
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Tas Ieraxs:rar vanila beraks” gan serta acara hasil penilaian panitia penilai,
Cersyaraser-tersyaratan adminisirasi tan pejabaVpegawai pembeli, selanjutnya
penjualan suman dinas daerah goongan Ili dan/atau ganti rugi atas tanah
dangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Nalam Keputusan
penjualan rumah dinas daerah golongan Ill harus dengan tegas menetapkan
penjualar rumah dinas daerah galangan Nil dan termasuk tanah bangunannya
atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada Masing-masing pegawai,
Gengan mencantumkan pula jabatannya. Selain itu harus ditegaskan
pelaksanaan penjualannya diatur daiam Surat Perjanjian Sewa Beli:

Calon pembeli menyetor minimum 5Y dari harga jual rumah beserta
tanahnya'/gant: rugi tanahnya yang telah ditetapkan ke kas daerah.

8.

Penandatanganan surat perjansian sewa bell rumah dan ganti rugi atas tarahnya
oleh Kepala Daerah selaku cihak t dan masing-masirg pembeli/pegawai selaku
pihak II. Dalam Surat Peranjian tersebut harus cicantumkar besarnya angsuran
buianan yang sama terhadap sisa harga yang beium Slunasi. wakiu pelunasan
seiuruh harga jualnya dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila
dilunasi dalam waktu yang lebih cepat, maka dapat dilakukan pelepasan hak.
Selam itu dalam Surat Perjanitan tersebut harus dicantumkan pula persyaratari
lainnya yang dipandang pertu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apanila
terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang beriaku:

9.

. Setelah pembeli melunasi cicilan rumah dan/atau gant! rugi atas tanahnya maka
Kepala Daerah rmenetapkan keputusan tentang pelepasaa hak Pemerintah
Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada
pembeli dan menetapkan penghapusan rumah dan/ata: tanan bangunannya dari
Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Dacran. Berdasarkan Keputusan
Kepala Daerah tersebut d: atas, maka atas hak sertifikat atas tanah bangunan
dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan uniuk mendapa:kan sesuatu
hak pada Instansi Pertanahan setempat.

Pasal 25

Uraian prosedur hibah atas tanah dan/atau banguran, dergan tahapan pelaksanaan
sebagai berikut:
A
i Pengelola mengajukan usul hibah atas tarah San/atau bangunannya kepada

Kepala Daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan Gata:

Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadap
rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan kepentingan sosial.

keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerntahan:!

Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian terhadap rencana hibah BMD
dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:

Apabila Kepala Daerah menyetujui atas usul hibah tersebut. Kepala Daerah

mengajukan permohonan kepada DPRD untuk pelaksanaan
hibah/pemindahtangaran tanah dan/atau bangunan tersebut kecuali yang tidak

memerlukan persetujuan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 Tertang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 5S ayat 3):
dan

2.

3.

4
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D2erar can Firax Ketiga. maka dilakukan penghapusan tanah dan/atau
bangunan dari buku inventaris.
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Pasal 22

Urean prosedur penjualan kendaraan perorangan dinas, dengan tahapan
pelaksanaan sebagai berikut:
.,". Permohonan pembel:an kendaraan atas nama Kepala Daerah dan Wakii Kepala

Daerah dengar: melampirkan persyaratan:

a. Keputusan pengargkatan pertama sebagai Kepsia Daerah dan Wakil Daerah:
b. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam

tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan pererangani
dinas yang dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

d. Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergurakan
selama 5 (lima) tahun danfatau lebih, sudah ada bengganti dan #idak

menyganggu kelancaran pelaksanaan tugas
e. Yang berhak membeli kendaraan nerorangan dinas sebagaimana dimaksud

pada huruf a) adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah yang telah
mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun ataw lebih dan boium pernah membeli
kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10

(sepuiuh) tahun.

Pembentukan panitia penjualan kendaraan dinas oleh Kepala Daerah yang
diusulkan oleh Pengelcia,

2.

Panitia melakukan penelitian dari segi admiristratf/kepemikkan kendaraan,
keadaan fisik, kemungkinan mengganggu: kelancaran tugas dinas. efisiensi

penggunaannya. biaya operasicnal, nilai jua! kendaraan, persyaratan pejabat
pemohon dan lain-air yang Gituangkan salam ben:uk berita acara yang
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Penge:oia:

Penetapar Keputusan Kepala Daerah tentang perjuaian sendaraan percrangan
dinas dengan lampiran yang memuat nama dian jabatan pembeli, data mengenai
kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tanun terakais, harga jual sesuai

peraturan, harga jual yang ditetapkan daiam jumlah harga yang harus dibayar
pembeli.

Penandatanganan surat perjanjian sewa bel! kendaraan percrangan dinas oleh

Pengelola atas nama Kepala Daerah. apabila ada biaya perbaikan selama 1

(satu) tahun terakhir maka biaya tersebut harus dibayar iunas sekaligus oleh

pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani, dan

3.

4.

5.

Setelah harga jual kendaraan dilunasi, maka ditetapkan keputusan Kepala
Daerah tentang pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan perorangan
dinas kepada pembelinya dar: penghapusan kendaraan percrangan dinas dari

buku inventaris pemerintah daerah.

6.
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Pasal 26
Jraian srosedur hibah selain tanah danfatau bangunan.
psiaksaraan sebagai berikut:
1.

dengan tahapan

Pengguna mengajukan usut hibah selain tanah dan/atau bangunan kepadaKepala Daerah meialui Pengelola disertai dengan perjelasan serta kelengkapandata.

2. Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadaprencana hibah tersebut:
3. Tim peneliti melakukan penelitian dar pengkajiar terhadap rercana hibah BMNdan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:
4. Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah maka Pengelola atas nama

Kepaia Daeran menetapkar Keputusan tentang penghapusanjhisah BMD: dan
Pengguna melakukan Serah terima barang/hinah yang diuanokar dalam beritaacara hibah.

Pasa? 27

Uraran prosedur penyeitaan modal daerah atas tanah dan atau banguman, dengantahapan pelaksanaan sebaga: berikut:
1. Pengelcla mengajukan usut penyeraan mcdal pemerintah daerah aras tanah

darYatau bangunan kepada Kepala Daerah disertar alasan pertinbangan serta
kelengkapan data:

2. Kepala Daerah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang
disamparkan oleh Pengelola:

3. Tim peneliti melakukan penelitian dan bengkajiar: terhadap rencana penyertaanmodal dan hasiinya disampaikan kepada Kepala Daerah:
4, Apabila Kepaia Daerah menyetujui atas rencara penyertaan modal tersebut,

Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk
mengkapus'imemindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai
penyertaan modal,

5. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Kepata Daerah menetapkan penghapusan
atas aset yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal:

6. Selanjutnya Pengelcla menyiapkan rancangan peraturar daerah tentang
penyertaan madal daerah:

. Penetapan rancanganperda penyertaan modal daerah oleh DPRD:
. Setelah peraturan daerah ditetapkan dan diundangkan selanjutnya dilakukan
penyerahan barang dengan berita acara serah terima olah Pengelola kepada pihak
ketiga selaku mitra penyertaan modai daerah, dan

. Pelaksanaan penyertaan modai sesuai peraturan perundang-undangan.

5

h

8

?

8.

9.
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Pasal 26
Jrasan prosedur hibah selain tanah danfatau bangunan, dengan tahapan
Selaksanaan sebagai berikut:
1. Pengguna mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan xepada

Kepala Daerah meiatui Pengelola disertai dengan penjelasan serta kelengkapan
data:

Kepala Daerah dapat membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji terhadaprencana hibah tersebut:

2.

Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian terradap rencana hibah BMD
dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:

3

Setelah mendapatkar: persetujuan Kenala Daerah maka Pengelola atas nama
Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusar:hibah BMD. dan

Pengguna melakukan serah terima barang/hibah yang druangkar dalam benta
acara hrbah.

Pasal 27
Uraian prosedur penyeriaan moda! daerah atas tanah dan atau bangunan, dengan
tanapan pelaksanaan sebagai berikut:

1.

kn

Pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah
dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai aiasan pertimbangan serta
kelergkapan data:

. Kepala Daerah membentuk tin: untuk meneliti dan mengkaji usu! yang
Sisampaikan oleh Pengelola:

. Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian ierhadap rencana penyertaan
rnodal dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah:

. Apabila Kepala Daerah menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut,
Kepala Daerah mengatukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk
menghapus/memindahtangankan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai
penyertaan modal:

. Setelah mendapat persetujuan DPRD. Kepala Daerah menetaekan penghapusan
atas aset yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal:

. Seianjutnya Pengelola menyiapkan rancangan seraturan daerah tentang
penyertaan modal daerah:

. Penetapan rancangan perda penyertaan modal daerah oleh DPRD,

. Setelah peraturan daeran ditetapkan dan diundangkan selanjutnya dilakukan
penyerahan barang dengan berita acara serah ierima oleh Pengeicla kepada pikak
ketiga selaku mitra penyertaan modal daerah: Jan

. Pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan.

cn

2

3.

4

5.

6.

8.

9.
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Pergguna mengajukan usul kepada Kepala Daerah melaiui Pengelola disertai
alasan pertimbangan dan kelengkapan dan hasif kajian tim intern unit pengguna:

Pengelola membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan
cleh Pengguna.

N
a

.

3. Tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian terhadap rencana penyeriaan
modal dan hasilnya disampaikan kepada Pengelola.

4. Apabila memenuhi syarat. Pengelola dapat memperimbargkan untuk menyetuju:
usul dimaksud sesisai batas kewenangannya,

N
E Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dimaksud maka Pengelola

menyarnpaikan kepada Kepaia Dacrah dan avebila Kepaia Daerah menyetujui
selanjutnya Pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah dan
Sisampaikan kepada DPRD:

5. Penetapan rancangan perda penyertaan moda! daerah oleh DPRD: can

A Setetah peraturan daerah ditetapkan maka Peryguna melakukan penyerahan
barang kepada pihak xetiga dan dituangkan dalarn berita acara serah terma
barang.

Pasal 29

Uraian prosedur rekonsiliasi data BMD, dengan tahapan pelaksanaan sebagai
berikut:

1. Pengurus Barang menerima dokumen sumber dari PPK SKPD, PPTK dan/atau
Pejabat Pembuat Komiimen (PPK) berupa SPK/kontrak, SP2D dan BAST:

» Berdasarkan dokumen tersebut Pengurus Barang dan operator aplikasi SIMDA
BMD melakukan input data BMD:

3. Setiap akhr semester, Pengurus Barang metakukan rekonsiliasi interna? dengan
PPK-SKPD, PPTK dar/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) unit pengguna
untuk menerbitkan Laporan Barang Pengguna Semesieran (L8PS),

4. Overator apiikasi SIMDA BMD melakukan irput data BMD yang telah
direkonsiliasi untuk meneroitkan LBFS,

N Pengguna menyamoaikan 1 BPS kepada Pengeioia melaiui Pembantu Pengelola:

0. Berdasarkan 1LBPS yang disampaikan Pengguna, Pembantu Pengelola
melakukan rekonsiliasi internal antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi
DPPKAD tentang data BMD dengan penyerapan anggaran:

7. Apabila hasil rekonsiliasi internal Pembantu Pengeiola tersebut terdapat
berbedaan data dengan LBPS maka LBPS dikembalikan kepada Pengguna
untuk diperbaiki.
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(41 Peraturan Bupati! ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
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(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Darrah Kabupaten MusiBanyuasin.
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